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PERTIMBANGAN PENETAPAN FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDO-
 NESIA TENTANG PRODUK PERBANKAN SYARI’AH

K.A.BUKHORI
Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang

Apstract: The follm.ving article tries t'o analyze the main problems of the background consideratio

Jf setting the fa!wa 1551fed by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (MU'II")
egarding [slamic banking prf)duf:ts. Results of the study revealed that some of the factors consid-
red DSN MUI fatwa determination motivated by the community’s response to avoid interest, keep

rourself to always consume products based on the moral values of Islam, to prevent damage to the
.nvironment and distanced from moral decadence.

Keywords: ijtihad, fatwa, and syariah.

;Abstrak: Artikel berikut mencoba untuk menganalisis masalah utama mengenai latar belakang per-
timbangan penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
[MUT) mengenai produk perbankan syariah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa beberapa faktor
pertimbangan penetapan fatwa DSN MUI dilatarbelakangi oleh respon masyarakat untuk meng-
hindari bunga, menjaga diri untuk senantiasa mengkonsumsi produk berdasarkan nilai-nilai moral
;Islam, mencegah kerusakan terhadap lingkungan dan menjauhkan dari dekadensi moral.

Kata kunci: ijtihad, fatwa, dan syariah.

PENDAHULUAN basan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis

kontrak atau transaksi pada prinsipnya diperbole-

Perbedaan pokok antara perbankan syari’ah
dengan perbankan konvensional adalah adanya
l'fxrangan riba (bunga). Bagi perbankan Syari’ah.
riba dilarang sedangkan jual beli (@l bay ) dihala-
lkan. Dengan demikian membayar dan menerima
bunga pada uang yang dipinjam dan meminjam-
kan dilarang. Sebagai pengganti dari mekanisme
bung&_, sebagian ulama meyakini bahwa dalam
Pembl%?yaan proyek-proyek individual dan lem-
baga, instrumen yang paling baik adalah bagi
k?'““t“ngan dan kerugian (profit and loss sha-
:mg)_ Mefkipun mekanisme bagi hasil saat ini
Selah_,menjadi metode unggulan bagi perbankan
Syar!’ah, namun perlu ditegaskan bahwa posisi

Yar'ah yang juga berbasis pada prinsip kebe-

hkan asal sepanjang tidak berisi elemen riba dan
atau gharar. Namun demikian telah ada konsen-
sus yang kuat di antara para ulama bahwa ope-
rasi perbankan Syari’ah harus berdasarkan sistem
bebas bunga. Gharar dapat didefinisikan sebagai
suatu situasi di mana para pihak yang berkontrak
tidak menguasai informasi tentang subyek kon-
trak mereka. Oleh karena itu tipe-tipe future con-
tracts di mana satu pihak tidak menunjukkan pen-
guasaan terhadap komoditi yang ditransaksikan,
apalagi dengan tanpa penyerahan barang (non de-
livery trading contract), adalah tidak sah. Namun
demikian, pihak yang dikenal sebagai produsen
suatu barang boleh melakukan transaksi pesanan

melalui bay'al salam yaitu transaksi spot dengan
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mudi alam kerangka itu-
barang kemudian. Dalam '
i e berfungsi untuk memberikan

lah Dewan Syari'ah " '
a::i:ris kepada perbankan Syari’ah guna mcmasl!kan
bahwa bank Syari‘ah dalam operasionalnya tidak

terlibat dalam kontrak yang mengandung unsur-
unsur yang tidak disetujui oleh Islam. N

Dalam kerangka itulah tulisan ini menc?ba
mendeskripsikan apa yang melatarbelakangi pc51|m-
bangan penetapan fatwa Dewan Syari’ah Nasional
MUI tentang produk perbankan Syariah tersebut ?

PROFIL DEWAN SYARI’AH NASIONAL

Dewan Syari’ah Nasional (DSN) adalah
salah satu lembaga yang dibentuk oleh MUI un-
tuk menangani masalah-masalah yang berhubun-
gan dengan aktivitas lembaga keuangan syari’ah.
Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional merupa-
kan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama
dalam menangani isu-—isu yang berhubungan
dengan masalah ekonomi/keuangan. DSN di-
harapkan dapat berfungsi untuk mendorong pen-
erapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
Oleh karena itu, Dewan Syari’ah Nasional akan
berperan secara pro—aktif dalam menanggapi
perkembangan masyarakat Indonesia yang di-
namis dalam bidang ekonomi dan keuangan.
Dewan Syari’ah Nasional (DSN) sejak diben-
tuknya, Februari 1999, telah melakukan berbagai
program kerjanya sesuai dengan tugas dan we-
wenang yang diberikan. Program tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Fatwa

Dewan Syari’ah Nasional telah mengeluar-
kan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi ke-
tentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang, seperti Kementerian Agama,
B:APEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut
sifatnya mengikat terhadap Dewan Syari’ah di
masing-masing lembaga keuangan syari’ah dan
manjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

Hingga tahun 2014, fatwa yang telah dike-
luarkan oleh DSN sebanyak 83 fatwa yang meli-
puti fatwa tentang Giro, Tabungan, dan Deposito
yang berdasarkan Syari’ah, fatwa tentang Mu-
rabahah, jual Beli Salam, Istishna, Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh), Musyarakah, ljarah,
Wakalaf, Kafalah, Hawalah, Uang Muka dalam
Murabahah, Sistem Distribusi Hasil Usaha dan
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LKS, Prinsip Distribusi Hasil Usahg 4
Diskon dan Mudharabah, Sanks;j atas N,
mampu yang menunda-nunda Pembahrans:ha\
cadangan Penghapusan Aktiva PrOdUktif& ]tn
Lembaga Keuangan Syari’ah, Al-Qarq, ped: &
Pelaksanaan Investasi untuk Reksadan, SYarTaj
dan lain-lain. "4
2. Mengeluarkan Surat-surat Keputusapn
DSN juga telah menerapkan beberapa kepy
tusan/ketentuan yang akan menjadi acyap ba,
Jembaga keuangan syari’ah. SK yang el
dikeluarkan antara lain: SK tentang Pedomg
Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD.pR;
DSN. SK tentang Petunjuk Pelaksanaan Pen
etapan Anggota DPS pada Lemmbaga Keuang,
Syari’ah (LKS) dan SK tentang Dana Kepeser
taan dan Iuran Bulanan bagi Perbankan dan Len,
baga Keuangan Syari’ah.
3. Memberi Rekomendasi kepada LKS
DSN-MUI telah mengeluarkan surat reko
mendasi nama-nama yang duduk sebagai Dewar
Pengawas Syari’ah (DPS) pada suatu lembag;
keuangan syari’ah.

alam Ky

SEBAB-SEBAB PENERBITAN FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL

Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN
berasal dari permasalahan yang muncul dalam
pelaksanaan ekonomi syari’ah, khususnya dalam
konteks perbankan syari’ah. Dari fatwa-fatwa
DSN yang ada, permasalahan yang muncul ada
yang berasal dari pertanyaan atau usulan dan
LKS atau pun pendapat dari DSN yang men-
ganggap perlu ada fatwa berdasarkan kebutuhan.
Berikut dapat terlihat bahwa terdapat fatwa DSN
yang diterbitkan berasal dari pertanyaan yang
diajukan oleh LKS kepada DSN dalam bentuk
permohonan pembuatan fatwa.

Tabel 1 Fatwa-fatwa DSN atas Pertanyaan Mustafti

e

No Fatwa DSN Mustafti d
I | Fatwa DSN Lembaga Keuangan Syari’ah
No. 17/DSN- (Tidak disebutkan secara rinci
MU/ IX/2000 | Lembaga Keuangan Syari‘ah apa
tentang Sanksi | yang meminta fatwa kepada DSN
Atas Nasabah [ tentang tindakan atau sanksi apa-
Mampu Yang | kah yang dapat dilakukan terhadap
Menunda-nunda | nasabah mampu yang menunda-
Pembayaran nunda pembayaran menurut
syari‘ah Islam). ‘—/]
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[ No Fatwa DSN Mustafti No Fatwa DSN Mustafii
Fatwa DSN No. 22/ | Surat dari Dewan Standar 12. | Fatw
2, DSN-MU 11172002 | Akuntansi 43)’023—%:&;/0' Surat Permohonan Fatwa

tentang Jual Beli
Istishna ¢ Paralel

Keuangan No. 293/
DSAK/1A1/2002
tertanggal 17 Januari
2002 perihal Permo-
honan Fatwa Istishna *
Paralel

Fatwa DSN No. 23/

Surat dari Pimpinan Unit

DSN tentang Pembiayaan
V1112004 tentang Multijasa dari Bank

Pembiayaan Mul- Rakyat Indonesia tanggal
tijasa 28 April 2004

Fatwa DSN No. 45/ | Surat Direksi BSM No.

13. | DSN-MUV/ 112005 | 6/55/DIR tanggal 21
tentang LineFacility | September 2004 perihal

(At-Tashilat) Permohonan Fatwa

14 | Fatwa DSN No. 46/ | Surat dari pimpinan ...
DSN-MUV 11/2005 | Nomor: [sic!]
tentang Potongan

15 | Fatwa DSN No. 47/ | Surat Direksi BSM No.
DSN-MUI/ 11/2005 | 6/552/ DIR tanggal 21
tentang Penyelesa- | September 2004 perihal
ian Piutang Mura- | Permohonan Fatwa
bahah Bagi Nasa-
bah Tidak Mampu
Membayar

16 | Fatwa DSN No. 48/ | Surat Direksi BSM No.
DSN-MUV 1172005 | 6/552/ DIR tanggal 21
tentang Penjadwa- | September 2004 perihal
lan Permohonan Fatwa

17 | Fatwa DSN No. 49/ | Surat Direksi BSM No.
DSN-MUV 1I/2005 | 6/552/ DIR tanggal 21
tentang Konversi September 2004 perihal
Akad Murabahah | Permohonan Fatwa

18 | Fatwa DSN No. 54/ | Surat-surat dari Bank
DSN-MUY/ X/2006 | Danamon Syari’ah, Bank
tentang Syari’ah BNI Syari’ah, dan Bank
HSBC Syari’ah

19 | Fatwa DSN No. 71/ | Surat Direktur Jen-
DSN-MUV V1/2008 | deral Pengelolaan Utang
tentang Sale and Departemen Keuangan
Lease Back RI No. 8-158/PU/2008
tanggal 11 Februari 2008
tentang Permohonan
Fatwa SBSH-Ijarah Sale
and Lease Back !

20 | Fatwa DSN No. 73/ | Surat dari Bank Mua-
DSN-MUV/ X1/2008 | malah Indonesia (BMI)
tentang Musyarakah | dan Pusat Komuni-
Mutanaqisah kasi Ekonomi Syari’ah

DSN-MUV/ 11172002 | Usaha Syari’ah Bank BNI

tentang Potongan | No. UUS/2/ 878 tahun

Pelunasan Dalam | 2002.

Murabahah

4 | Fatwa DSN No. 24/ | Surat Direksi Bank

DSN-MUV 111/2002 | Syari’ah Mandiri No.

tentang Safe 3/37/DPP tanggal 31

Deposit Box Agustus 2001 tentang
Permohonan Fatwa untuk
Layanan S afe Deposit
Box BSM

5 | Fatwa DSN No. 26/ | Surat dari Bank Syari’ah
DSN-MUV/ 111/2002 | Mandiri No. 3/305/DPM
tentang Rahn Emas | tanggal 23 Oktober 2001

tentang Permohonan
Fatwa atas Produk
Gadai Emas

6 | Fatwa DSN No. 27/ | Surat dari Dewan Standar
DSN-MUV I1I/2002 | Akuntansi Keuangan No.
tentang Al-Ijarah 2293/ DSAK/TAL/1/2002
Al-Muntahiyah bi | tanggal 17 Januari 2002
Al-Tamlik perihal Permohonan

Fatwa

7 |Fatwa DSN No. 28/ | Surat dari Pimpinan Unit
DSN-MUV/ 111/2002 | Usaha Syari’ah Bank BNI
tentang Jual Beli No.UUS/2/878
Mata Uang (Al-

Sharf)

8 | Fatwa DSN No. 29/ | Permohonan fatwa dari
DSN-MUV/ V1/2002 | berbagai LKS, baik
tentang Pembiayaan | tertulis maupun lisan,
Pengurusan Haji tentang pembiayaan dana
Lembaga Keuangan | talangan haji.

Syari*ah

9 | Fatwa DSN No. 34/ | Surat dari Direksi BMI
DSN-MUV IX/2002 | No.150/ BMI/FSG/
tentang Letter of VII/2002 tanggal 11 Juli
Credit (L/C) Impor | 2002 perihal Permohonan
Syari’ah Fatwa tentang Skema

Transaksi LC Impor dan
LC Ekspor

10 | Fatwa DSN No. 42/ | Surat-surat masuk
DSN-MUV/ V/2004 | dari BII Syari’ah, BNI
tentang Syari’ah Syari’ah, Bank Danamon
Charge Card Syari’ah, perihal Per-

mohonan Fatwa Kartu
Syari’ah (Islamic Card)
11 | Fatwa DSN No. Masyarakat, dalam hal ini
43/DSN-MUI/ para pihak yang bertransaksi
VIII/2004 ten- dalam LKS meminta fatwa
tang Ganti Rugi kepada DSN tentang ganti
(Ta’widh) rugi akibat penunda-nundaan
pembayaran dalam kondisi
mampu,

(PKES).

Terkait dengan permohonan mustafti ke-
pada DSN dalam menerbitkan fatwa, diperoleh
data berupa dua surat terkait dengan permohonan
penerbitan fatwa yang sama, yaitu:

1. Bank Muamalat Indonesia. Surat No. 670/
BMI/DIR/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008
terkait dengan fatwa tentang musyarakah mu-
tanaqisah.

2. Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah, Surat

I Identitas mustafti tidak tercantum dalam isi fatwa.
Identitas mustafti didapatkan_me]alul surat permohonan
mustafti yang diperoleh sebagai data penelitian.
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ES/1X/2008 tanggal 16 Sep

No. MWDE'PK fatwa tentang

tember 2008 (erkait dengan
hy mutanagisah.
e Indonesia dalam suratnya

Muamalat .

No. E;SII:SMI/DIRNII/ZOOS tanggal 29 Juli 220:

erihal Skema Pembiayaan dengan Musyaraxa

K{umnaqfsah/l)iminishing Musharaka kepada

DSN mengajukan permohon'fm fatwa tentang

musyarakah mutanagisah. Di dalam suratnya

disampaikan bahwa Bank Muam.alat Indonesia
telah mendapat opini syari’ah dari DPS-nya ber-
dasarkan hasil rapat DPS pada tanggal 9 Februari

2007 yaitu “diperbolehkan/dapat diaplikasikan-

nya skema Musyarakah Mutanagisah/ Diminish-

ing Musharaka untuk pembiayaan kepemilikan
rumah/property™ . Terkait dengan itu pula Bank

Muamalat Indonesia menyampaikan hal-hal un-

tuk dipertimbangkan oleh DSN dalam pembuatan

fatwa tentang Musyarakah Mutanaqisah, yaitu:

- Akad yang dilakukan ada 2 (dua) yaitu:

I. Akad Musyarakah: dalam hal pembelian
rumah/property secara partnership (ker-
jasama) antara Bank dan Nasabah

2. Akad ljarah: dalam hal Bank menye-
wakan rumah/property yang ada bagian
kepemilikannya kepada Nasabah

Obyek bagi hasil adalah ujroh/sewa yang

diperoleh dari Nasabah.

- Porsi/bagian bagi hasil yang menjadi hak

Nasabah dipergunakan oleh Nasabah untuk

membayar cicilan pembelian rumah yang

masih menjadi bagian kepemilikan Bank.

Besarnya ujroh/sewa dapat dilakukan evalu-

asi oleh Bank, yang tertuang dalam kesepa-

katan/perjanjian awal.’

Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah dalam

suratnya No. 149/DE- PKES/IX/2008 tanggal 16

September 2008 kepada DSN mengajukan per-

mohonan untuk mempresentasikan hasil kajian-

nya mengenai akad musyarakah mutanagisah.

Atas dasar permohonan dari Bank Muamalat

Indonesia, dan Pusat Komunikasi Ekonomi Sya-

ri‘ah tersebut mengenai akad musyarakah mu-

tanaqisah, DSN mengeluarkan Fatwa DSN No.
73/DSN- MUI/X1/2008 tentang Musyarakah Mu-

2 gyrat Bank Muamalat Indonesia No, 670/BMI/DIR/
VI1/2008 tanggal 29 Juli 2008 untuk Dewan Syari’ah Na-

sional
3 Ibid
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tanagisah pada tanggal 14 Novempe
ketentuan fatwa tersebut antara [a,. f iy,
Ketiga: Ketentuan Akad '

+  Akad Musyarakah Mutanagisap |

akad Musyarakah/Syirkah dan B
Keempat: Ketentuan Khusus
I. Aset Musyarakah M_Ulanaqisah dapat .

rah-k?n. kepada syarik atau pihak |, iy
2. Apabila asset Musyarakah menjadi Obyel

rah, maka syarik (nasabah) dapat menye,

set tersebut dengan n.ilai ujrah yang i
3 Keun?ung-an yang diperoleh dari ujra 1.,

but dibagi sesuai dengan nisbah yang kf,

disepakati dalam akad, sedangkan ke,

harus berdasarkan proporsi kepemilikan, .

sbah keuntungan dapat mengikuti perub

proporsi kepemilikan sesuai kesepakay
para syarik.

Melihat perbandingan antara isi fatwa DS\
tentang musyarakah mutanaqisah dan halk
yang diajukan oleh Bank Muamalat Indones:
sebagaimana tertuang dalam opini syari'ah D
dari Bank Muamalat Indonesia, terdapat pe:
bedaan di antara keduanya. Namun, hal-hal per
timbangan yang diajukan oleh Bank Muamals
Indonesia sebagai mustafti tetap diakomodir &
dalam isi fatwa.
|. Bank Muamalat Indonesia menyampait

bahwa dalam akadmusyarakah mutanagisé

ada dua akad yaitu akad musyarakah dr
akad ijarah. Fatwa DSN menentukan bahw
dalam akad musyarakah mutanagisah tend
pat akad musyarakah dan bai sedangkan sl

ijarah adalah akad yang dapat dilakukan, l‘t

kan sebagai akad utama. Dalam hal ini, DY

berbeda ketentuannya dengan pendapt dr

Bank Muamalat Indonesia, namun pend¥®

dari Bank Muamalat Indonesia mengét |

akad ijarah tetap dimasukkan dalam isi faw!
sebagai ketentuan khusus. Ketentan Fue

DSN yang menentukan akad musyarah® i

dan akad bai" ini dapat dimengerti .k:m‘:f” :
akad musyarakah merupakan akad kegjas™
sebagai akad awal untuk memberikan ™
dengan porsinya masing-masing 813 ord
obyek akad sehingga masing-masing M° I ;
liki bagian atas obyek tersebut. Dab™
mindahan kepemilikan bagian bank o |
nasabah digunakan dengan akad ai' Y

erdiy; ,

0"314::
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jual-be’i- Dalam pengf:lf)laan atas obyek
akad tersebut dalam hal ini Fatwa DSN mem-
bolehkan dilakukan dengan cara akad ijarah
(sewa menyewa).
Dalam akad ijarah yang diajukan oleh Bank
Muamalat Indonesia adalah akad yang
dilakukan antara bank sebagai pihak yang
menyewakan dan nasabah sebagai pihak
penyewa. Fatwa DSN menentukan bahwa
dalam akad ijarah tersebut dapat dilakukan
oleh bank sebagai pihak yang menyewakan
kepada nasabah atau pihak lain sebagai pihak
penyewa. Sebagaimana telah dikemukakan
pada butir 1 bahwa akad ijarah yang diten-
tukan dalam Fatwa DSN hanya merupakan
bagian dalam pengelolaan atas obyek akad
musyarakah antara bank dan nasabah.

. Hasil keuntungan dari akad ijarah atas obyek,
menurut Bank Muamalat Indonesia, bagian
bagi hasil yang menjadi hak Nasabah diper-
gunakan oleh Nasabah untuk membayar cici-
lan yang masih menjadi bagian kepemilikan
Bank. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhir
masa sewa atau cicilan tersebut akan terjadi
perpindahan kepemilikan bagian bank kepa-
da nasabah. Mengenai perpindahan kepemi-
likan dari bank kepada nasabah ini Fatwa
DSN menentukan bahwa bagi hasil keuntun-
gan yang diperoleh dari ijarah tersebut dapat
mengikuti perubahan proporsi kepemilikan
sesuai kesepakatan para syarik (bank dan na-
sabah). Perubahan proporsi sama maknanya
dengan pembayaran cicilan nasabah kepada-
bank, hanya saja pada pembayaran cicilan
sebagaimana diajukan oleh Bank Muamalat
Indonesia tidak mengubah bagian bagi hasil
antara bank dan nasabah.

Permohonan fatwa musyarakah mutanaqi-
sah yang diajukan oleh mustafti (Bank Muamalat
[ndonesia) tidak sepenuhnya diterima oleh DSN
aas proses kegiatan usahanya (akad-akad yang
digunakan). Dewan Syari’ah Nasional memiliki
pendapat lain yang menurutnya adalah sesuai
dengan syari’ah. Dewan Syari’ah Nasional mem-
beri jalan keluar agar kegiatan usaha mustafti
tetap dapat berjalan dan sesuai syari’ah.* Telah

4 .
. Hal ini juga sama halnya seperti yang disampaikan
oleh Kanny Hidayah bahwa ada permohonan mustafti yang

disetujui, tetapi bukan ditolak. Dewan Syari’ah Na-

T—

?;::{bugan sebeluml.lya bahwa terbitnya fatwa-
a DSN yang dibuat oleh DSN adalah di-
dasarkan pada permasalahan yang diajukan oleh
LKS ‘atau pemerintah ataupun pendapat dari
DSN yang menganggap perlu ada fatwa. Hal ini
berbeda dengan kegiatan penerbitan fatwa pada
era sebelumnya, bahwa terbitnya fatwa adalah
hanya didasarkan pada permasalahan yang dia-
jukan oleh individu atau kelompok, bukan oleh
mufti itu sendiri. Seluruh ulama mengemukakan
bahwa fatwa merupakan pendapat secara hukum
Islam atas dasar permasalahan yang diajukan
oleh mustafti baik secara individu atau kelompok
kepada mufti. Dalam hai ini, mufti dan mustafti
adalah orang yang berbeda. Jika melihat kepada
isi fatwa-fatwa DSN, penerbitan fatwa-fatwa
DSN ini menunjukkan bahwa fatwa juga dapat
dilakukan berdasarkan pendapat dari DSN itu
sendiri bahwa perlu dibuat fatwa DSN atas per-
masalahan yang terjadi pada saat itu. Hal ini ter-
lihat dari tidak adanya penyebutan nama (-nama)
mustafti yang meminta fatwa atas persoalan yang
dihadapinya. Menurut Hasanudin,® semua fatwa
yang dibuat oleh DSN adalah berdasarkan adanya
permintaan dari mustafti. Tidak adanya penyebu-
tan nama(-nama) mustafti dalam fatwa-fatwa
DSN adalah kurangnya ketelitian dan ketertiban
administrasi. Namun, Hasanudin juga menyebut-
kan bahwa penerbitan Fatwa DSN No. 25/DSN-
MUI/II/2002 tentang Rahn adalah fatwa yang
tidak diminta atas dasar permintaan mustafti. De-
wan Syari’ah Nasional berpendapat bahwa perlu
ada fatwa tentang rahn untuk menjadi rujukan
atau pedoman utama atas penerbitan Fatwa DSN
No. 26/DSN-MUL/11/2002 tentang Rahn Emas
yang diminta oleh mustafti. Hal ini menunjukkan
perkembangan mengenai keberadaan fatwa bah-
wa pembuatan fatwa adalah tidak hanya berdasar
pada permintaan mustafti tetapi juga berdasar
pada pendapat mufti perlu dibuat fatwa.

sional tetap memberikan jalan keluarnya yang sesuai q$n-
gan syari’ah karena kegiatan lembaga keuangan syari’ah
itu tetap harus berjalan. Wawancara dengan Kanny .HI-
dayah, Wakil Sekretaris BPH (Badan Pelaksana Harian)
Dewan Syari'ah Nasional MUI, pada tanggal 13 Oktober
2014 di Dewan Syari’ah Nasional, MUI, Jakarta.

3 Wawancara dengan Hasanudin, Wakil Sekretaris
BPH (Badan Pelaksana Harian) Dewan Syari’ah Nasional
MUI, pada 14 Oktober 2014 di Dewan Syari’ah Nasional,
MUI, Jakarta
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Fatwa-fatwa DSN yang tidak menunjuk-
kan adanya pertanyaan atau permasallahan yang
diajukan oleh mustafti beserta pertimbangan-
pertimbangan penerbitan fatwa tersebut adalah

No

Fatwa DSN

sebagai berikut:

Tabel 2.
Fatwa-fatwa DSN Tanpa Identitas Mustafti
No | Fatwa DSN Keterangan
1 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan
No. 01/ DSN- | fatwa tentang giro adalah
MUV/IV/2000 | * keperluan masyarakat dalam

tentang Giro

peningkatan kesejahteraan dan
dalam bidang investasi pada masa
kini memerlukan jasa perbankan,
dan salah satu produk perbankan
di bidang penghimpunan dana
dari masyarakat adalah giro yaitu
simpanan dana yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat dengan
penggunaan cek, bilyet giro, sa-
rana perintah pembayaran lainnya,
atau dengan pemindahbukuan;

* kegiatan giro tidak semuanya da-
pat dibenarkan oleh hukum Islam
(syari'ah).

Fatwa DSN
No. 04/ DSN-
MUI/ 1V/2000
tentang Mura-
bahah

Kﬂcr@

Pertimbangan DSN menetapkan

fatwa tentang murabahah, adalap

* masyarakat banyak memerlukan
bantuan penyaluran dana darj y,
berdasarkan pada Prinsip juaj bel;:

* dalam rangka membanty
masyarakat guna melangsung
dan meningkatkan kesejahter.
aan dan berbagai kegiatan, bapj
syari'ah perlu memiliki fasilitag
murabahah bagi yang memer.
lukannya, yaitu menjual suaty
barang dengan menegaskan harg,
belinya kepada pembeli dan pem-
beli membayamnya dengan harga
yang lebih sebagai laba.

Fatwa DSN
No. 05/ DSN-
MULTV/2000
tentang Jual
Beli Salam

Pertimbangan DSN menetapkan ;

fatwa tentang jual beli salam adalah

* jual beli barang dengan cara
pemesanan dan pembayaran harga
lebih dahulu dengan Syarat-syarat
tertentu, disebut dengan salam,
kini telah dapat melibatkan pihak
perbankan;

* agar cara tersebut dilakukan sesuaj
dengan ajaran Islam.

Fatwa DSN
No. 02/ DSN-
MU/ IV/2000
tentang Tabun-
gan

Pertimbangan DSN menetapkan

fatwa tentang tabungan adalah

* keperluan masyarakat dalam pen-
ingkatan kesejahteraan dan dalam
penyimpanan kekayaan pada masa
kini memerlukan jasa perbankan,
dan salah satu produk perbankan
di bidang penghimpunan dana dari
masyarakat adalah tabungan yaitu
simpanan dana yang penarikannya
hanya dapat dilakukan menurut
syarat-syarat tertentu yang telah
disepakati, tetapi tidak dapat di-
tarik dengan cek, bilyet giro, dan/
atau alat lainnya yang dipersama-
kan dengan itu;

* kegiatan tabungan tidak semuan-
ya dapat dibenarkan oleh hukum
Islam (syari’ah),

Fatwa DSN
No. 06/ DSN-
MUI/IV/2000
tentang Jual
Beli

Istishna’

Pertimbangan DSN menetapkan
fatwa tentang jual beli istishna’
adalah

* kebutuhan masyarakat untuk
memperoleh sesuatu, sering
memerlukan pihak lain untuk
membuatkannya, dan hal seperti
itu dapat dilakukan melalui Jjual
beli istishna’, yaitu akad jual
beli dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang tertentu dengan
kriteria dan persyaratan tertentu
yang disepakati antara pemesan
(pembeli, mustashni”) dan penjual
(pembuat, shani’);

* transaksi istishna® pada saat ini
telah dipraktekkan oleh lembaga
keuangan syari'ah;

* agar praktek tersebut sesuai den-
gan syari'ah Islam.

Fatwa DSN
No. 03/ DSN-
MUI/IV/2000
tentang De-
posito

Pertimbangan DSN menetapkan

fatwa tentang deposito adalah

* keperluan masyarakat dalam
peningkatan kesejahteraan dan
dalam bidang investasi pada masa
kini memerlukan jasa perbankan,
dan salah satu produk perbankan
di bidang penghimpunan dana dari
masyarakat adalah deposito yaitu
simpanan dana berjangka yang pe-
narikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu berdasarkan
perjanjian antara nasabah penyim-
pan dengan bank;

* kegiatan deposito tidak semuanya
dapat dibenarkan oleh hukum
Islam (syari'ah),

Fatwa DSN
No. 07/ DSN-
MUI/V/2000
tentang Pembi-
ayaan Mudhar-
abah (Qiradh)

Pertimbangan DSN menetapkan

fatwa tentang pembiayaan mudhara-

bah (qiradh) adalah

* dalam rangka mengembangkan
dan meningkatkan dana Lembaga
Keuangan Syari’ah (LKS), pihak
LKS dapat menyalurkan danany3
kepada pihak lain dengan cara
mudharabah, yaitu akad kerjasama
suatu usaha antara dua pihak
di mana pihak pertama (malik,
shahib al-mal, LKS) menyeﬁ_m;k
kan seluruh modal, sedang pih
kedua (‘amil, mudharib, mdnn
bertindak selaku pengelola. 647
keuntungan usaha dibagi di ’:ﬂg
mereka sesuai kesepakatany
dituangkan dalam kontrak; sesu

+ agar cara tersebut dilakukan
dengan syari'lhﬂm"_/J
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vt L)) ‘
mbanyun I'rmh;}wn Fatwa 150 MUY tentung Pynibub Peebamban Syymrinh 6%

T—

o| Fatwa DSN
N \ Keterangan No | FPatwa DS Ty
8 |Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan far- : - AL an LA
No. 08/ DSN- | wa tentang pembiayaan musyarakah 1| Fatwa SN Pertimbrngan 11N menetagkan
MUIIV/2000 | adalah ! No, 11/ DSN- | atwa testang katslsh adalsh
tentang  kebutuhan masyarakat untuk MUIINIZ000 | * dalam rangka menialsnian wiah
Pembiayaan meningkatkan kesejahteraan dan tentang Kafalah | amya, sessomany vening memerls
Musyarakah usaha terkadang memerfukan duna o vio g O
dari pihak lain, antara Jain melalu * dan pibak bain el akad kal-
pembiayaan musyarskah yaity sl;:t:, yaitu jaminan yang diberikan
mbiayaa ; oleh penangguny,
ll::rj o ar{'na :nt:::::s:;h,ﬂ ']:"‘d (kahiil) kepada pibak ketiga umuk
lebi pinak afay memenubi kewsjitan pibak keda
ebih untuk suatu usaba tertentu, di i
mana masing-masing pihak mtr;q al.al; yan;}; ;lﬂanzzung (snak fisu)
: bt a "anhu, ashil);
E::‘:‘:a?;;;}’?q‘?;(g:::‘ﬂ:;’;f‘; * untuk memenuhi kebustubian usaha
; ) an terwebit, Lembaya Keuanigan
;:le:t:i ;tzn ::T:gf“';{ﬂ bcr‘ 4ama Syari'sh (1KS) berkewsjiban
i ank biayaagn . Pak&:laﬂ' urituk rr'neﬂycdlahn sati) skema
memiliki keungg;;: :a]z;ng (;pcma;nman'fkgfalaf‘;) o b'ff-h
kebersamaan dan keadilan, baik . a;;?k:;jg:‘k]m;?grg;; =
dalam berbagi keuntungan mau- dilakukan sesuai dengan ajaran
gl.:n l(rteiiko kerugian, kini telah Islam.
ilakukan oleh |
yartah (L, g kevangsn | 175 T Fatwa DSN_ | Pertimbangan DSN menctapkan
* agar cara tersebut dilakukan No. 12/ DSN- | fatwa tentang hawalah ldahh
sesuai dengan prinsip-prinsip MULIV/2000 | - terkadang seseorang tidak dapat
syari’ah Islam tentang Ha- membayar ulang-utangnya secara
' walah langsung, karena itu ia boleh me-
mindahkan ihannya
9 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan pihak lain, m ilm”huik::lm
No. 09/ DSN- | fatwa tentang pembiayaan ijarah Islam disebut dengan hawalah,
MUI/IV/2000 | adalah yaitu akad pengalihan utang dari
tentang Pembi- | « kebutuhan masyarakat untuk satu pihak yang berutang kepada
ayaan ljarah memperoleh manfaat suatu barang pihak lain yang wajib menang-
sering memerlukan pihak lain gung (membayar)-nya;
melalui akad ijarah, yaitu akad pe- » akad hawalah saat ini dapat di-
mindahan hak guna (manfaat) atas lakukan oleh LKS.
suatu barang dalam waktu tertentu r
dengan pembayaran sewa (ujrah), 13 {:jgwﬁ?gr;N ;::;;"mm quSN aka d:;:f
tanpa diikuti dengan pemindahan MUIIX/2000 | murabahah adalah
el B il et M
kan jasa pihak lain guna melaku- mukabD;Iﬁm 2?'“ - :m b‘mm g:tm
kan pekerjaan tertentu dengan . K':ngus aari':h (LKS), T:‘S"
pembayaran upah (ujrah/fee) dapalnrﬁcmi:t; vang muh';
melalui akad jarah; + agar dalam pelaksanaan akad
« kebutuhan akan ijarah kini dapat murabahah dengan memakai uang
dilayani oleh lembaga keuangan i ; Bt
syari’ah (LKS) melalui akad pem- ﬂ:h Ak a4 PR Jong Mg
biayaan ijarah; .
« agar akad tersebut sesuai dengan 16 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan
ajaran Islam. No. 16/ DSN- | fatwa tentang diskon dalam muraba-
' MUY/ 1X/2000 | hah adaiah
10 Fart DESN: | e tning el s entang Diskon | sl sty proip s sl
MUI/IV/2000 |+ dalam rangka mencapai suatu baaﬁﬁ o :::::g k:padl pcmmji‘:lacng:nmm
tentang tujuan sering diperlukan pihak harga (tsaman) pembelian dan
Wakalah lain untuk mewakilinya melalui biaya yang diperlukan ditambeh
akad wakalah, yaitu pelimpahan keuntungan sesuai dengan kesepa-
kekuasaan oleh satu pihak kepada katan;
o
’ i i t‘ ad
« praktek wakalah pada LKS di- pZmle;n polnng)ln fh.uga (gdi':;o“r'l)
lakukan sebagai salah satu bentuk dari penjual pertama (supplier);
pelayanan jasa perbankan kepada g
nasabah;
« agar praktek wakalah tersebut
dilakukan sesuai dengan ajaran
Islam,
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No| FatwaDSN Keterangan No | Fatwa DSN m '
Fatwa DSN * dengan adanya diskon timbul per- 21 | Fatwa DSN Pertimbangan 1y, el P
No. 16/ DSN- masalahan: apakah diskon tersebut No. 31/ DSN« | fatwa tentang Pengaliban g’ |
MU/ 1X/2000 | menjadi hok penjual (LKS) MUIVI2002 | adalah v
tentang Diskon | schingga harga penjualan kepada tentang Pen- * salah satu hentgy 54 ot e
Dalam Mura- pembeli (nasabah) menggunakan galihan Utang keuangan yany el bb;: |
bahah harga sebelum diskon, ataukah faasyarakat adalah e tnbag, ™

merupakan hak pembeli (nasabah) masyarakat untik ",.,,hhm'
schingga harga penjualan kepada Iransak si non-s gary af, yan :
pembeli (nasabah) menggunakan berjalan mengadi Watinali g iy
harga setelah diskon, sestal dengan syari sy 1

* untuk mendapat kepastian hukum, * Lembaga Keuangan Syan o
sesuni dengan prinsip syari‘ah (LES) perlu merespon kebus,
Islam, tentang status diskon dalam han miasyarakat terswbog thalurn
transaksi murabahah tersebut, bﬂhﬂz{ii produknya melaly, akad |

17 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menctapkan ., pe "w’;::;;" u'“’:“ oleh LKS, .
No. 18/ DSN- | fatwa tentang pencadangan pengha- sgar koc tersehul dlaksanat gy |
) ; : uai dengan syan‘ah [ilam |
MUI/1X/2000 | pusan aktiva produktif dalam LKS o
tentang adalah 22 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan |
Pencadangan » dalam rangka mengurangi resiko No. 36/ DSN- | fatwa tentang Sertifikat Wady 'z |
Penghapusan kerugian yang mungkin teijadi MUI/X/2002 Bank Indonesia (SWEBI) adalasy |
Aktiva Produk- | dalam pembiayaan yang diberi- tentang Serti- | * dalam rangka pelakianaan pengen. |
tif Dalam Lem- | kan, Lembaga Keuangan Syari“ah fikat dalian moneter berdasarkan prine
baga Keuangan | (LKS) dipandang perlu melakukan Wadi’ah Bank sip syari'ah dan sebagai valah g,
Syari‘ah (LKS) | pencadangan, sebagaimana diten- Indonesia upaya untuk mengatasi kelebhag
tukan olch peraturan perundang- (SWBI) likuiditas bank syari‘ah, diperty.
undangan yang berlaku; kan instrumen yang diterbitian

* agar praktik pencadangan terse- bank sentral yang sesuai dengan
but tidak menimbulkan kerugian syari'ah;
atau beban berat bagi pihak-pihak * Bank Indonesia selaku bank
terkait. sentral berkewajiban melakukan

18 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menctapkan pengawasan dan pengembangan
No. 19/ DSN- | fatwa tentang al-qardh adalah terhadap bank syari’ah sesuai
MUI/IV/2001 |+ Lembaga Keuangan Syari'ah g::‘g:ﬂ perundang-undangan yang
tentang Al- (LKS) di samping sebagai lemba- "
qardh . ga komersial, harus dapat berperan * Sertifikat Bank Indonesia (SB)

sebagai lembaga sosial yang dapat yang berdasarkan sistem bunga
meningkatkan perekonomian lidak bolch dimanfaatkan olch
secara maksimal; bank syari‘ah.

* salah satu sarana peningkatan 23 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan
perckonomian yang dapat dilaku- No. 37/ DSN- | fatwa tentang Pasar Uang Antarbark
kan oleh LKS adalah penyaluran MUI’X/2002 Berdasarkan Prinsip Syari‘ah adalsh
dana melalui prinsip al-Qardh, tentang Pasar * Bank syari'ah dapat mengalami
yakni suatu akad pinjaman kepada Uang kekurangan likuiditas disebabkan
nasabah dengan ketentuan bahwa Antar Bank olch perbedaan jangka wakmn
nasabah wajib mengembalikan Berdasarkan antara penerimaan dan penana-
dana yang diterimanya kpada LKS Prinsip man dana atau kelebihan likusditas
puda waktu yang telah disepakati Syari'ah, yang dapat terjadi karena dana
oleh LKS dan nasabah; yang terhimpun belum dapat

« agar akad tersebut sesuai dengan disalurkan kepada pihak yang
syari‘ah Islam. memerlukan;

20 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan ' Dilflm rangha peninghatan
No. 30/ DSN- | fatwa lemagng pembiayaan rekening efisiensi pengelolaan dana
MUI/VI/2002 | koran syari’ah adalah bank yang melakuken begists
tentang Pembi- | « salah satu bentuk jasa pelayanan S P ey ;,:l
ayaan Reken- keuangan yang menjadi kebutu- memerlukan adanya pasar
ing Koran han masyarakat adalah fasilitas antarbank. —
Syari'ah pembiayaan rekening koran, yaitu 24 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan

fasilitas pinjaman atau pembix No. 38/ DSN- | fatwa tentang Sertifikat Inyestasi
ayaan duri rekening koran dengan MUI/X/2002 | Mudharabah AntarBank (Sertifika
ketentuan yang disepakati; tentang Serti- | IMA) adalah

* Lembaga Keuangan Syari‘ah fikat Investasi |+ dalam rangka meningkatkan
(LKS) perlu merespon kebutu- Mudharabah efisiensi pengelolaan dana, ba
han masyarakat tersebut dalam Antar Bank syari‘ah dapat melakukan kegiatad
produknya; ‘ (Sertifikat usahanya pada Pasar Uang Ant®

+ agar fasilitas tersebut dilaksanakan IMA) bank berdasarkan prinsip $ya"
sesuai dengan syari'ah Islam. yang sudah ada; ‘_”J
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K.A. Bukhori Pery;
ertimbangan Penctapan Fatra DSN MUT tentang Produk Perbankan §
nkan Syaruah §7

(msrq Keterangan
I [No sl No | Fatwa DSN
| ';r Fatwa DSN + dalam pelaksanaan kegiatan Pasar 31 | Fat Keterangan
i No. 38/ DSN- Us'mg.Antarl.J}nk I?erdasarkan . Nao WSaGPSN * ujrah dalam ijarah harus disepakati
| MUUXIZOO? prinsip syari‘ah _dlperlukan instru- MU[ N I?SN‘ pada saat akad: akan tetapi, dalam
entang Serti- | men yang sesuai dengan prinsip tentany 2007 | kondisi tertentu terkadang salah
fikat Investasi | syari'ah; Kete tg satu atau para pihak memandang
Mudharabah + salah satu instrumen yang dapat Re kg perlu untuk melakukan review atas
Antar Bank digunakan dalam Pasar Uang Pat‘i”eltv Ujrah besaran ujrah yang telah disepa-
(Sertifikat Antarbank berdasarkan prinsip ba :Kem- kati tersebut;
IMA) syari'ah adalah sertifikat investasi Syir o a;"a“ gan | * Agar review atas ujrah dilakukan
berdasarkan akad Mudharabah, ™ sesuai dengan prinsip syari’ah.
26 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan Pertimbangan DSN menetapkan
No. 50/ DSN- | fatwa tentang akad mudharabah g:m tm;(af;gkl-;ner of Credit (L/C)
MUI/II/2006 | musytarakah adalah ngan 2kad kafalah bil ujrah adalah
tentang Akad | * beberapa fatwa DSN yang memuat iy !;::mh satu bentuk jasa Lembaga
Mudharabah mudharabah, seperti Fatwa No. euangan Syari'ah (LKS) adalah
Musytarakah I/DSN-MUI/1V/2000 tentang penyediaan fasilitas penjaminan
Giro, Fatwa No. 2/DSN-MUL/ transaksi perdagangan luar negeri
1V/2000 tentang Tabungan, yang dilakukan oleh nasabah,
Fatwa No. 3/DSN-MUVIV/2000 s ";faj‘cd;“m istilah Letter
tentang Deposito, Fatwa No. 7/ : o 3
DSN- MUI/IV/2000 tentang u:ktuk memenuhi kebutuhan tran-
Pembiayaan Mudharabah dan §_b si L/C tersebut, LKS berkewa-
Fatwa No. 21/DSN- MUI/X/2001 FOEh DegK rickraliekin e
; tentang Pedoman Umum Asur- e befdasa:kan
ansi Syari’ah khususnya menge- . g{'msm—pnn.snp.syan _a’h;
nai akad Tijarah (Mudharabah) izl chave i s
belum memuat akad Mudharabah ﬁzﬂﬁagng:::‘;h al::i:r::?a? b
Musytarakah’, : g
+ akad Mudharabah Musytarakah’, " i S S St S
yaitu salah satu bentuk akad S0 St aal Sehein pijwiy Syary b,
Mudharabah di mana pengelola 33 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan
(mzdharih) turut menyertakan No. %f%&gg- fatwa tentang hawalah bil ujrah
modalnya dalam kerjasama MUI adalah
investasi, diperlukan karena tentang Ha- + Fatwa DSN No. 12/DSN-MUV/
mengandung unsur kemudahan walah bil 1V/2000 tentang Hawalah belum
{ dalam pengelolaannya serta dapat Ujrah mengatur hawalah muthlagah
:\embl:rik‘an manltr'ellat yang lebih :ﬂnw:leat;ntuan ujrah/fee dalam
esar bagi para pihak. a =
30 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan ’ ;kad hevialah Ml wich digasie-
No. 55/ DSN- | fatwa tentang pembiayaan rekening an oleh LKS guna memenuhi
MUI/V/2007 koran syari’sh musyarakah adalah kebutuha-m objektif dalam rangka
tentang * salah satu bentuk jasa pelayanan Swembariian peleyinen Reliadp
Pembiayaan keuangan yang menjadi kebutu- bl :
Rekening han masyarakat adalah fasilitas b [ergebut dfla.lmk.m sesuai
Koran Syari’ah | pembiayaan rekening koran, yaitu Sevgw priscip sywi'sh.
Musyarakah fasilitas pinjaman atau pembi- 34 | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan
ayaan dari rekening koran dengan No. 60/ DSN- | fatwa tentang penyelesaian piutang
ketentuan yang disepakati; MUI/V/2007 | dalam ekspor adalah
. Lembaga Keuangan sYari‘ah tentmg PEHYC- * Fatwa DSN No. 35/DSN-MUL'
(LKS) perlu merespon kebutuhan lesaian Piutang | IX/2002 tentang L/C Ekspor
masyarakat tersebut dalam berba- dalam Ekspor belum meliputi ketentuan tentang
gai produknya; penyelesaian piutang yang timbul
+ fatwa yang telah diterbitkan men- dari transaksi ekspor;
genali pembiayaan rekening koran * ketentuan tentang penyelesaian
syari’ah ::}llum meliputi akad piutang dalam transaksi ekspor
musyarakah. diperlukan oleh LKS guna me-
31. | Fatwa DSN Pertimbangan DSN menetapkan menuhi kebutuha!\ objektif dalam
No. 56/ DSN- | fatwa tentang k . rangka memenuhi pelayanan
g ketentuan review
MUI/V/2007 ujrah pada LKS adalah terbadap sasababy
tentang * kebutuhan masyarakat untuk  agar peayeleseinn plutang dabisn
Ketqntuan memperoleh manfaat suatu barang transaksi  ekspor dilakukan sesuai
Review Ujrah sering memerlukan pihak lain dengan prinsip - prinsip syari’ah.
Pada Lem- melalui akad ijarah;
baga Keuangan | + kebutuhan akan ijarah kini dapat
Syari’ah dilayani oleh Lembaga Keuangan
Syari’ah (LKS) melalui akad
pembiayaan ijarah;

Jurnal PROKLAMASI Volume VI No. 1 Juni 2015

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

1 tentang Prodik Perbankan Syariah
f r ﬂ
an Fatwd psN ML
. prtimbangem PP
horl
3wa e o] FawaDon
| -
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- m TSN menetapkan tidak mengabaikap :l:hden% l

No _,i——’, pertimbangan "yelesﬂiaﬂ piu- utama wrbankaﬂsy ety

< [Farwa DSN fatwa tentang PE o untuk men by, -

35. DSN- impor ad : B2erakkan gepy,

No. 61/ 007 tang dalam 34 /DSN-MUV/ * Instrumen moneter h"'m;;
MUIV/2 Fatwa DSN No: por belum diterbitkan oleh p T8 tegy
ng Peny¢- 002 tentang jan -1 Bank Ing,, .
tentang I - an nyelesalan berdasarkan sj %3
|esaian Utang meliputi keten pul dari transaksi boleh dimanfamnbuww
dalam Impor utang yang tim syari’ah; Oleh b
impor; nyelesaian » instrumen mo:
. ketentuan tentang PETI =2 o iterbi TICHT yang tejy
utang dalam mnsakyr;n;ﬁrnuhpie :;T:b“kanarkauokl? Bank i
Jukan oleh LK.S g.m:'a Jam rangka AR PrINSip syari'gy
kebutuhan objektif 021288 4 o gan Menggunakan wadi'gh ey,
memberikan pelayanan tef Sertifikat Wadi'ah Bank Ingyp,
bah; (SWBI) belum dapat menggy
. :Z:: Penyelesaian_ utang dal:;?.tai modir kebutuhan pelaky i
transaksi impor £|112§k‘-'_|4“3“:y5a ik perbankan syari’ah untuk pengyy,
dengan prinsip - prinsip : laan likuiditas dan pengendalix
| — i DSN menetapkan moneter secara optimal,
Fatwa DSN Pertimbangan iu ‘alah adalah « Penerbitan instrumen mo;

% %5/ DSN- | fatwa tentang akad ] s dasarkan oy warhg
No. €2/ D007 |- salah satu bentuk pelayanan jase. R G i ik dpaing
. Akad baik dalam sektor keuangan, bt lebih dapa t mengoptimalkan pey.
jel,“"i:}% maupun sektor Jainnya, Ya“gd"}:'l:' gendalian moneter dan pengelo-

u'a jadi kebutuhan masyarakat ada laan likuiditas perbankan syari'zsh

pelayanan jasa yang E‘?mba}'{f’f‘?

imbalannya (reward/ “iwadh/u) |
bergantung pada pencapaian hasi - s |
(natjah) yang telah diteptukan; F at?va-fatwa DSN yang tidak disebutkes |

+ agar pelaksanaan pelayananjasa | o ctaftinya, dalam pertim-bangannya menunjuk-

di atas sesuai dengan prinsip |
s, kan bahwa:

57 [FawaDSN | Perimbangan DSN menetapkan__ | @ Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan pats.
No. 63/ DSN- | fatwa F‘:’-"‘a"agh S(glgfisk)a;ﬁ:hk Indo- lembaga keuangan konvensional tetapi tid
MUL/XII/2007 | nesia Syari” al a & arak
tentang Sertifi- | * dalam rangka pelaksanaan pengen- sesual deﬂgaﬂ Syarl ah. ‘Karena masyaraut
katBaSnk Indg- dalian mc;;etder belriasarkan prin- memerlukan produk kegiatan tersebut, maki
nesia Syari’a sip syari’ah diperlukan instrumen . o sami

dierbitkan bank sental, dengan halnya dengan lembaga keuangan '~°"‘:‘h' |
tidak mengabaikan salah satu misi . ari'ah |
ik peaskar sy b 7atts sional namun perlu ada rambu—rlembl!ss\i:laau

) :ﬁ'ﬁ,ﬂ?ﬁfjﬁ? aiegkttglrarhu;l seperti giro (Fatwa DSN No. OIL‘/D (;yi)SV'
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0 - 1
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e i -. v 5 g i
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atwa DSN : -MUl/1V/=
No. 64/ DSN. ETJ'""‘“‘E“" DSN menetapkan (Fatwa DSN No. 10/DSN-M tu gatau
MUUXI1/2007 | ingons 1208 Sertifikat Bank ¢. Kebutuhan masyarakat atas sud hart$
tentang Sery;. Jnl'ionesm Syari’ah Jy‘alap (SB : SR o h LK dan ah
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Bank Indone. | gy ™ rangka pel i i’ah, sepert! jus
sia Syari ;‘;Ee dalian monetepeb:;s:sna:;" pengen- sesual dengan Syarl ah, {Fj; /[V/ZOOOJJ "
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kan ingtpnk A7, ierl, IV/2000), ijarah (Fatwa DSN ™ o0 K
bank sentra Yang diterbitkan . rekem {Ul
I yang MUI/IV/2000), pembiayaan 30 DS\
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v1/2002), pengalihan utang (Fatwa DSN No,
31 /DSN-MUI/V1/2002).

~ Kebutuhan masyarakat atas modal usaha,
perlu difasilitasi oleh LKS dan harus sesuaj
dengan syari’ah, seperti pembiayaan mud-
harabah (Qiradh) (Fatwa DSN No. 07/DSN-
MUI/1V/2000).

Untuk melakukan suatu kegiatan usaha LKS,
DSN berpendapat perlu adanya ketentuan
dasar secara syari’ah terlebih dahulu seperti
akad ju’alah (Fatwa DSN No. 62/DSN-MUY/
XI11/2007) untuk kegiatan Sertifikat Bank
Indonesia Syari’ah Ju’alah, akad mudhara-
bah musytarakah (Fatwa DSN No. 50/DSN-
MUV/II1/2006) untuk kegiatan pada asuransi
syari’ah yang menggunakan akad mudhara-
bah musytarakah.

Kegiatan-kegiatan lanjutan sebagai rangka-
ian proses dari kegiatan produk usaha LKS,
seperti uang muka dalam murabahah (Fatwa
DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000), diskon
dalam murabahah (Fatwa DSN No.16/DSN-
MUI/IX/2000) sebagai rangkaian kegiatan
dari produk murabahah; sebagai rangka-
ian kegiatan dari produk mudharabah dan
musyarakah; Sertifikat Investasi Mudhara-
bah Antarbank (Fatwa DSN No. 38/DSN-
MUI/X/2002) sebagai rangkaian kegiatan
dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan
Prinsip Syari’ah; pembiayaan rekening koran
syari’ah musyarakah (Fatwa DSN No. 55/
DSN-MUI/V/2007) sebagai bagian dari rang-
kaian kegiatan dalam pembiayaan rekening
koran syari'ah; ketentuan review ujrah pada
LKS (Fatwa DSN No. 56/DSN-MUL/V/2007)
sebagai rangkaian kegiatan dalam ijarah-,
letter of credit dengan akad kafalah bil uj-
rah (Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007),
penyelesaian piutang dalam ekspor (Fatwa
DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007), penyelesa-
ian utang dalam impor (Fatwa DSN No. 61/
DSN-MUI/V/2007) sebagai rangkaian keg-
iatan dari letter of credit, hawalah bil ujrah
(Fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007) se-
bagai rangkaian kegiatan dari akad hawalah;
Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah (Fatwa
DSN No. 63/DSN-MUI/X11/2007), Sertifi-
kat Bank Indonesia Syari’ah Ju’alah (Fatwa

MUI tentang Produck Perbankan Syaruzh 50

D§N No. 64/DSN- MUI/X11/2007) seba-
gai kegiatan lanjutan dari Sertifikat Wadiah
Bank Indonesia.

8. Kegiatan yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan namun perlu ada ke-
tentuan secara syari’ah seperti pencadangan
penghapusan aktiva produktif dalam LKS
(Fatwa DSN No. 18/DSN-MUIIX/2000),
Sertifikat Wadi‘ah Bank Indonesia (Fatwa
DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002), ¢ Pasar
Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip
Syari’ah (Fatwa DSN No. 37/DSN-MUV/
X72002),

Dalam proses penerbitan fatwa-fatwa, DSN
bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerin-
tah dan lembaga-lembaga terkait dengan bidang
yang akan difatwakan, seperti yang terlihat pada
tabel berikut ini.

Tabel 3
Kerjasama DSN dengan Lembaga-lembaga
Dalam Proses Pembuatan Fatwa DSN bidang
Perbankan Syari’ah

No | Fatwa DSN Lembaga

1 Fatwa DSN No. Dewan Standar Akuntansi Keuan-
13/DSN-MUV/ gan Ikatan Akuntan [ndonesia
IX/2000 tentang | melalui Rapat Pleno DSN pada

Uang tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H/
Muka Dalam 16 September 2000 M
Murabahah

2 | FatwaDSNNo. |Dewan Standar Akuntansi
16/DSN-MUV/ Keuangan Ikatan Akuntan
[X/2000 tentang | Indonesia melalui Rapat Pleno
Diskon DSN pada tanggal 7 Rabi’ul
Dalam Murabahah | Awwal 1421 H / 10Juni 2000M

3 | FatwaDSNNo. |Dewan Standar Akuntansi
17/DSN-MUV/ Keuangan Ikatan Akuntan
IX/2000 tentang | Indonesia melalui Rapat Pleno
Sanksi Atas Nasa- | DSN pada tanggal 7 Rabi’ul
bah Mampu Yang | Awwal 1421 H /10 Juni 2000M
Menunda-nunda
Pembayaran

6 Gebelum terbitnya Fatwa DSN No. 36/DSN-
MUV/X/2002 tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia
tanggal 23 Oktober 2002 telah terbit PBI No. 2/9/PB1/2000
tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tanggal 23 Feb-
ruari 2000.

7 Sebelum terbitnya Fatwa DSN No. 37/DSN-
MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan
Prinsip Syari'ah telah terbit PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
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No| FatwaDSN L;m:kg ver
e No. | Dewan Standar AKun
fgg;g-sgmf Keuangan Ikaltaln A]{cu;;:nl; o
i a
1X/2000 tentang Indonesia melalul i
DSN pada tanggal 7 Rabi
g::;:i;?:i:ﬁ Awwal 1421 H/ 10 Juni 2000
Aktiva Produktif | M
Dalam Lem-
baga Keuangan
Syari'ah
twaDSNNo. | Bank Indonesia - Perbankan
E;ID;N-MUU Syari’ah melalui rapat tanggal
1112004 tentang | 18 Juli 2004
Ganti Rugi
(Ta’widh)
Fatwa DSN No. | DPbS-Bank Indonesia melalui
54/DSN-MUV/ | Workshop DSN- MUI dan
X/2006 tentang | DPbS-BI pada Mei 2005
Syari’ah Card

Adanya kerjasama antara institusi-institusi
pemerintah dengan DSN dan adanya permohonan
fatwa dari institusi-institusi pemerintah kepada
DSN dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan yang sedang dilakukan oleh institusit-
ersebut menunjukkan bahwa DSN memiliki peran
yang sangat penting dalam proses legislasi na-
sional. Pendapat, petunjuk, ataupun nasihat yang
diberikan oleh DSN dalam bentuk fatwa ataupun
pernyataan, memiliki pengaruh terhadap isi pera-
turan perundang-undangan. Apabila DSN menya-
takan bahwa suatu hal tertentu adalah tidak berten-
tangan dengan prinsip syari’ah, maka hal tertentu
tersebut diatur di dalam peraturan perundang-un-
dangan bagi pihak-pihak yang melakukan kegia-
tan usaha berdasarkan prinsip syari’ah.

ANALISIS PENGATURAN PERBANKAN
SYARI’AH DALAM BENTUK FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL

Penetapan fatwa DSN tentang perbankan
syari’ah dilatarbelakangi oleh perkembangan
perbankan syari’ah yang terus meningkat. Adan-
ya DPS, sebagai tempat bertanya dan sebagai
pengawas pelaksanaan syari’ah, pada masing-
masing LKS menimbulkan kekhawatiran ada-
nya perbedaan pendapat mengenai ketentuan
suatu kegiatan usaha perbankan syari’ah apa-
kah sesuai dengan syari’ah atau tidak. Majelis
Ulama Indonesia yang sejak lama telah dikenal
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oleh masyarakat di Indonesia Sebagy;
berkumpulnya para ulama yang Menguas Wady
memahami syari’ah, dituntut untuk memf:l- (.1a 1
dan mengatasi kekhawatiran inj denga Slitag
bentuk DSN. Kepercayaan terhadap M .
tidak hanya dilakukan oleh masyarak
perbankan syari’ah), tetapi juga Pemeringy
Kepercayaan pemerintah terhadap MU jy; "y
pat dilihat sejak awal perkembangan perbapy
syari’ah, dengan melibatkan MUI sebagai lemb,,
ga konsultan bagi bank syari’ah dalam Pemben,
tukan DPS dan bagi DPS dalam melaksanakg,
tugasnya di bank syari’ah tersebut, diatur dalay, |
Pasal 5 PP No. 72 Th. 1992 tentang Bank B,
dasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Pembentukan DSN di MUI menjadikan k,.
jian kegiatan perbankan syari’ah berpusat ;
lembaga ini. Semua pihak yang terkait denga
kegiatan perbankan syari’ah, baik LKS maupuy
pemerintah, mengajukan pertanyaan sekitar keg.
iatan perbankan syari’ah yang akan dilakukan
atau diatur kepada DSN. Sebagaimana telah i
tentukan dalam Keputusan MUI bahwa salah
satu tugas DSN adalah memberikan fatwa untuk
kegiatan usaha perbankan syari’ah. Dikaji dari
fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN,
fatwa-fatwa tersebut adalah didasarkan pada per-
tanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mustafti
(LKS dan/atau pemerintah), meskipun tidak se-
mua identitas mustafti dan pertanyaan yang dia-
jukan dicantumkan di dalam isi fatwa. Dari segi
format, fatwa DSN memiliki format yang sama
dengan format peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Format tersebut berisikan judul, kon-
siderans, isi ketentuan, dan tanggal penetapan.
Format ini berbeda dari bentuk fatwa-fatwa yang
biasa dibuat oleh para mufti di negara lain yang
hanya dalam bentuk pertanyaan dan jawaban.
Pada fatwa DSN, bentuk pertanyaan yang diaju-
kan oleh mustafti tidak dicantumkan.

Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN di-
dasarkan pada permohonan dari LKS yang hen
dak mengeluarkan produk usahanya, sebagaima-
na misalnya yang dilakukan oleh Bank Muamala!
Indonesia, sebagaimana telah diuraikan Sf_?b‘"
lumnya. Dari hal-hal yang diajukan oleh masing"
masing LKS untuk dijadikan pertimbangan oléP
DSN, tidak semua hal tersebut diterima un!
dimasukkan ke dalam isi fatwa. Dewan Syar!
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ssional memiliki pendapat sendiri dalam me-
qentukan isi fatwa tersebut. Dalam menentukan

endapat ini, mufti di DSN tidak sendiri dalam
mengkajiﬂya tetapi sering pula melibatkan pihak-

ihak lain untuk mendapatkan masukan, Formu-
asi fatwa DSN merupakan upaya DSN untuk
mengakomodasi kebutuhan LKS (mustafii) untuk
dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Kebutu-
han LKS ini tetap dikaji dalam batasan prinsip-
prinsip akad, bentuk dan ketentuan akad-akad
yang digunakan, hubungan hukum antara LKS,
nasabah, dan pihak ketiga, dan penyelesaian
sengketa. Formulasi ini menggunakan metodolo-
gi yang konsisten, dibandingkan dengan fatwa
MUI bidang non-perbankan syari’ah.? Konsis-
tensi ini disebabkan bidang perbankan syari’ah
lebih terbuka dan bebas sifatnya namun tidak ab-
solut, yaitu dengan batasan-batasan umum yang
tercantum dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasu-
lullah SAW. Secara praktis, DSN tidak menga-
komodasi kebutuhan LKS dalam praktiknya un-
tuk melaksanakan sesuai fatwa DSN. Lembaga
Keuangan Syari’ah menemui kesulitan untuk
dapat melaksanakan sesuai fatwa DSN, seba-
gai contoh adalah pelaksanaan akad murabahah
(Fatwa DSN No. 4/DSN-MUV/IV/2000 tentang
Murabahah) yang mengharuskan LKS menjual
barang yang dibutuhkan nasabah setelah barang
tersebut secara prinsip adalah milik LKS. Keten-
tuan ini berarti mengharuskan terjadinya jual beli
sebanyak dua kali, yaitu antara jual beli antara
LKS dengan penjual barang dan jual beli antara
nasabah dengan LKS sebagai penjual barang. Hal
ini sulit dilakukan oleh LKS karena faktor waktu
yang terlalu lama, faktor finansial yang mengelu-
arkan biaya terlalu banyak, sehingga dapat men-
gakibatkan nasabah enggan untuk menggunakan
produk murabahah yang ditawarkan.’

Dalam bidang perbankan syari’ah, terdapat
suatu peristiwa pembentukan hukum tersendi-
ri. Adanya permintaan fatwa yang diajukan,
masyarakat pelaku bisnis yang hendak melakukan
kegiatan perbankan syari’ah, tampaknya tidak
dapat ‘bergerak’ terlebih dahulu sebelum adanya

¢ Kajian fatwa MUI bidang non-perbankan syari’ah
dapat dilihat pada disertasi Mohamad Atho Mudzhar.

® Wawancara dengan Bayi Rohayati, Kepala Divisi
Hukum Unit Usaha Syari’ah PT BNI Tbk, di Jakarta, tang-
gal 16 Januari 2015.
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hukum yang mengaturnya. Sebelum adanya fat-
wa-fatwa DSN, hukum yang mengatur perilaku
dalam bisnis mereka adalah opini syari’ah yang
dibuat oleh masing-masing DPSnya. Hal ini men-
unjukkan bahwa mereka membutuhkan pedoman
dan menginginkan adanya kesesuaian, keselar-
asan, harmonisasi antara apa yang akan mereka
lakukan dengan apa yang diatur dalam syari’ah.
Mereka tidak dapat menentukan hukum sendiri
meskipun terdapat kebebasan membuat hukum
bagi mereka (kebebasan berkontrak). Ketidak-in-
ginan mereka untuk menentukan hukum sendiri
disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum
di bidang syari’ah dan sikap kehati-hatian dalam
membuat hukum harus sesuai dengan syari’ah,
serta adanya pengawasan personal dan pertang-
gung-jawaban kepada Tuhan dan masyarakat
untuk tidak menyimpang dari ajaran Allah SWT.
Masyarakat pelaku bisnis terbiasa melakukan
kegiatan perbankan konvensional berdasar pada
hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan di
bidang perbankan syari’ah masyarakat tidak ter-
biasa dengan kegiatan perbankan syari’ah, tidak
terjadi internalisasi religius-kultural. Masyarakat
pelaku perbankan syari’ah hanya memiliki nilai
kepatuhan pada ketentuan syari’ah, terjadi in-
ternalisasi religius-normatif. Kepatuhan ini, di-
dasarkan pada faktor keimanan mereka dalam
menjalankan ketentuan Tuhan dan faktor ajaran
dalam Islam itu sendiri bahwa dalam menjalan-
kan kehidupan harus sesuai dengan ajaran Tuhan
yang tertera dalam Al-Qur’an dan ajaran Rasu-
lullah yang tertera dalam Sunnah Rasulullah.
Namun, karena pembuat hukum, dalam hal ini
adalah pemerintah, tidak memberikan kepastian
hukum dalam membuat peraturan bidang ini,
masyarakat membutuhkan ‘seseorang’ yang ahli
di bidang ini sebagai orang yang dapat mem-
berikan jawaban atas hukum-hukum perbankan
syari’ah. Keinginan masyarakat atas adanya hu-
kum di bidang perbankan syari’ah ini juga men-
jadi pendorong terbentuknya hukum itu sendiri.
Terkait dengan keinginan masyarakat (social
wants) ini Roscoe Pound mengungkapkan bahwa
hukum adalah menjadi institusi sosial yang beru-
paya untuk memuaskan keinginan masyarakat,
bahkan permintaan masyarakat atas dasar keingi-
nan tersebut dapat memberi efek secara politik
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Pada awal perkembangannY al]’ ini pemerintah

yaitu para eksekutif dalar:ai?
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dan lembaga g e
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engen
mbuat peraturan m gena

h.
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ari’ah. Apabila peraturan y

I ot il gan dengan syarl’ah,

dibuatnya adalah bertentangan
dapat menimbulkan kontra dari masyarakat .Is-
lam sehingga terjadi chaos bukan kedamaian

dan kesejahteraan masyarakat sebag_ai tujuan
penyelenggaraan pemerintahan. Mcskjp}lq tf=lah
ada DPS pada masing-masing LKS, hal ini tidak
memberi ketentuan yang pasti mengenai hukum
atau peraturan perbankan syari’ah karena adanya
perbedaan pendapat dapat menimbulkan per-
bedaan ketentuan mengenai ketentuan perban-
kan syari’ah. Ketidakpastian ini terjadi apabila
ketentuan hukum tersebut tidak bersifat seragam
antara LKS satu dengan lainnya.

Penunjukan MUI sebagai lembaga yang
memberi petunjuk mengenai hukum di bidang
perbankan syari’ah adalah suatu kepercayaan dan
penghormatan dari masyarakat kepada para ula-
ma yang berkumpul dalam lembaga ini. Dalam
e e
MUI (para ulama) tII) h i
b ¢lah menunjukkan dengan

anyaknya fatwa yang dihasilkannya, di luar
pro-kontra masyarakat terhadap fatwe;

bagai petunjuk syari’ah bagj 0 5
; agi m

tidak mengetahui ketentua gh asyaraka.u 4805
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-
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akukan kegiatan
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perbankan syari’ah. Masyarakag ”
liki nilai bahwa dalam melaksangy, . Men;
erbankan syari’ah harus sesuaj dengr:i Biay
[slam. Untuk itulah, masyaraka men iy,
pedoman dalam menjalankannya yan, trir:luk"“
tentangan dengan hukum Islam, Pen k
terhadap kegiatan perbankan syari’p, 8:\:4
Jakukan untuk menghindari penyimpa gja & g,
dilakukan oleh LKS. Di sinilah ‘eljadinmg
keilmuan dalam positivisasi hukum Islampr:s“
pendekatan kultural, hukum Islam men; adi ay
ber hukum ke dalam nilai-nilai yang hidup d?l;:
masyarakat yang kemudian dilanjutkan dm%;
permintaan fatwa yang pastinya mengguna,,
syari’ah dalam memberikan fatwa. '

'~

LATAR BELAKANG PERTIMBANGAYN
PENETAPAN FATWA DEWAN SYARI’AR
NASIONAL

Fatwa yang dikaji oleh penulis difokuska
kepada fatwa tentang produk perbankan syari'a
baik penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa.

Fatwa Tentang Produk Penghimpunan Dam
yaitu:
1. Fatwa tentang Giro

Ditetapkan oleh DSN (Dewan Syari'ah Na-
sional) dalam rangka untuk memenuhi keperluas
masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan
investasi pada masa kini. Giro termasuk salah
satu produk perbankan di bidang penghimpuna?
dana dari masyarakat yang merupakan simpana?
dana yang penarikannya dapat dilakukan setip
saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, s
perintah pembayaran lainnya atau dengan per™
dahbukuan."" Selain itu fatwa tentang gi I
ditetapkan karena tidak semua giro dapat di
narkan oleh syari’ah. Hanya Giro yang berd:ls-‘“
kan prinsip mudharabah dan wadiah yang direk®
mendasikan oleh DSN.

Dalil-dalil yang dikemukakan O
tentang giro terdiri atas kutipan-kutipa®
Al-Qur’an dan Hadis, serta alasan menu"”
pikiran. Dalil akal pikiran bagi fa™? e
giro menyatakan bahwa dalam kenyataah "

dones
""" Dewan Syari’ah Nasional MUI dan Bml'cof:nal unt”
(2001), Himpunan Fatwa Dewan Syari'2h NotC g1,

Lembaga Keuangan Syari‘ah, Edisi Pertam® ="

leh fa"®
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ang YaNg mempunyai harta namun tidak mem.
unyai kepandaian dalam usaha memprodukiif-

- annya, sementara itu tidak sedikit pula orang

ang tidak memiliki harta namun ia mempunyai
kemampuan dalam memproduktifkannya. QOleh
karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara
kedua pihak tersebut.

Dipandang dari segi metodologi fatwa ini
menggunakan dua metode sekaligus, yaity ijma’
dan giyas. Penggunaan ijma ialah pada peristiwa
sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang,
mudarib) harta anak yatim sebagai mudharabah
dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka,
sehingga hal tersebut dipandang sebagai ijma, 12
Sedangkan qiyas digunakan alam menganalogi-
kan antara transaksi mudharabah dengan transaksi
musaqah yaitu penyerahan sejumlah harta dari satu
pihak kepada pihak lain untuk diperniagakan dan
keuntungan dibagi mereka sesuai kesepakatan.

2. Fatwa Tentang Tabungan

Selain untuk peningkatan kesejahteraan dan
penyimpanan kekayaan masyarakat, jasa tabun-
gan perbankan syari’ah perlu diadakan fatwanya
mengingat kegiatan tabungan tidak semuanya
dapat dibenarkan oleh syari’ah. Oleh karena itu
dalam fatwa ini DSN hanya memperbolehkan
dua jenis tabungan yaitu tabungan yang berdasar-
kan prinsip mudharabah dan wadi’ah.

Dalil-dalil yang disampaikan fatwa tentang
tabungan mencakup kutipan-kutipan dari ayat
Al-Qur’an dan Hadis serta alasan menurut akal
pikiran. Dalil akal pikiran bagi fatwa tentang
tabungan, para pihak dinyatakan oleh para ulama
bahwa perlu adanya kerjasama antara pihak yang
kelebihan dana, tetapi tidak bisa memproduktif-
kan dengan pihak yang kekurangan, tetapi mem-
punyai kemampuan dalam memproduktiﬂcannya:

Sama seperti fatwa tentang giro, dilihat dari
segi metodologi, fatwa ini menggunakan dua.r.ne-
tode sekaligus yaitu ijma dan giyas. Metode ijma
digunakan pada peristiwa sejumlah sahabat me-
nyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah
dan tidak ada seorang pun mengingkari fn.t':rckalx;

sehingga hal tersebut dipandang sebagal 1)ma.

Sedangkan qiyas dipergunakan untuk menga-
2 Zuhaily (1989), al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, /838
" Ibid

nalogikan antara mudharaba

hd :
musaqah, engan transaksi

3. Fatwa Tentang Deposito

Memmban.g bahwa kegiatan deposito tidak
semua d'apat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh
karena itu dalam rangka memberikan pedoman
fialam pelaksanaan deposito yaitu simpanan ber-
Jangka yang penarikannya hanya dapat dilaku-
kan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian
nasabah penyimpan dengan Bank, DSN hanya
membenarkan deposito yang berdasarkan prin-
sip mudharabah. Fatwa ini ditetapkan oleh DSN
dalam rangka merespon keperluan masyarakat
dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bi-
dang investasi.

Dalil-dalil yang dikemukakan tentang de-
posito meliputi kutipan ayat-ayat Al-Qur’an dan
Hadis serta alasan menurut akal pikiran. Dalil
akal pikiran dalam fatwa ini disampaikan oleh
para ulama yang memandang perlu adanya ker-
jasama antara pihak yang surplus dana tetapi
tidak dapat memproduktivitaskan dengan pihak
yang minus dana tetapi mempunyai kemampuan
untuk memperniagakan. Dipandang dari segi
metodologi, fatwa tentang deposito ini menggu-
nakan metode ijma’ pada peristiwa sejumlah sa-
habat menyerahkan kepada mudarib harta anak
yatim sebagai mudharabah, sedangkan terhadap
kesepakatan tersebut tidak ada seorangpun yang
mengingkari mereka. Adapun qiyas diperguna-
kan untuk membandingkan atau menganologikan
transaksi mudharabah dengan transaksi musaqoh.

Dilihat dari segi metodologi, ketiga fatwa
yang termasuk dalam fatwa produk penghimpu-
nan dana perbankan syariah yaitu fatwa tentang
giro, fatwa tentang tabungan, fatwa tentang de-
posito sama-sama menggunakan dalil dari kuti-
pan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis, dalil akal
pikiran disampaikan oleh para ulama dan metode
qiyas serta ijma ulama sebagai bahan pertimban-
gan penetapan giro, tabungan dan deposito yang
diperbolehkan DSN. Adapun pola ijtihad yang
dipergunakan DSN dalam menetapkan fatwa-fat-
wa tersebut adalah pola qiyasi (ta’lili) dan pola
istislahi. Pola ijtihad qiyasi digunakan pada saat
menganalogikan transaksi mudharabah dengan
transaksi musaqoh. Dalam hal ini sahibul mal
(mudharabah dianalogikan dengan pemilik ke-
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h dan pengelola (mu-
dang dalam musaqoil © o
g::ﬂ; diaﬁalogikan dengan si penggarap kebu

:stislahi (pertimbangan ke-
ladang). Adapun pola ;snsl;rfzumum) i
l“aSlﬂhﬂ;? []fa?\i:ld?:?;:;:t rllnerespon kepentingan
e :fakat dalam kegiatan perbankan yang ber-
?az?i syari’ah dan berlandaskan pad;3QS.SAaI;:
Nisa’ ayat 29, QS. al-Baqarah ayat 2t 1,9(,; >
Maidah ayat 1 -2, QS al-Bagarah aya |

Fatwa tentang Penyaluran Dana atau Pembia-

aan yaitu:
;'. Fatwa tentang Murabahah
DSN menetapkan fatwa tentang mura-

bahah ini dengan dasar pertimbangan bahwa
masyarakat banyak memerlkaan bantuan peis
yaluran dana dari bank syari’ah 'dengan prinsip
jual-beli. Selain itu, fatwa ini juga merespon
keperluan masyarakat guna melangsungkafn dan
meningkatkan kesejahteraan dan berbagai keg-
jatan. Oleh karena itu bank syari’ah memiliki
fasilitas produk murabahah yaitu menjual suatu
barang dengan menegaskan harga belinya kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga
yang lebih sebagai keuntungan. Dalil-dalil yang
dipakai dalam menetapkan murabahah ini terdiri
dari kutipan-kutipan ayat Al-Qur’an dan Hadis.
Dari segi metodologi fatwa tentang murabahah
ini menggunakan metode ijma’ yang diambil dari
peristiwa mayoritas ulama tentang kebolehan jual
beli dengan cara murabahah.!'s Fatwa ini menge-
mukakan tentang ketentuan umum murabahah
dalam Bank Syari’ah, ketentuan murabahah ke-
pada nasabah, jaminan dalam murabahah, hu-
tang dalam murabahah, penundaan pembayaran

dalam murabahah serta peraturan apabila terjadi
kebangkrutan dalam murabahah.

2 I:"alwa tentang jual beli salam, jual belj is-
lisna dan jual bel; istisnq paralel
; Fat:;va tentang jual belj salam, jual belj js-
1sna’, dan jual bel istisna’ paralel ditet
apkan
o!eh DSN dengan beberapa pertimbangan bahwa
pihak perbankan te|ah terlibat jual bel; barang

"
Dewan Syari*ah Nasional My
\ Id
£200tl'), Himpunan Fatwa Dewan Syari‘zﬂ Elas' |
embaga Keuangan Syari’ah Edisi Pertam 0L, (o

15
Ibnu Rusyd (tt), Bid, 1

_ . , Bidayah q.
Juga al-Kasani (ft), Bada’j as-Sana“it{WZ20-222
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g
ekkan b2
mene [us

dengan cara Peémesanan 4
lebih dulu dengan Syarat_: o
disebut dengan salam. Se]}’grat le“enan h-{‘,}
membutuhkan memperoeh, saln ity In ty Yo
batkan pihak lain unty) Me ESUatu denzsyafa‘r;‘
erti ini dapat dilakukap, melal Yatny, N
yaitu akad jual be)j dalam EIJUaIbeiist!s‘fa
pembuatan barang tertenty deentuk ezsra'.
persyaratan tertenty yang te] ah ]:lgan e Y
pemesan (pembeli) dan Penjua] Ise Wy,
beli istisna’ yang dilakukan oleh 1( %
gan syari’ah pada Umumny; e, Mbag, | <
sebuah bentuk akag istisna’ ap t:ra Parale
Lembaga Keuangan Syari’ah k;a flasy &
memenuhi kewajibanny, kepa,da Mudiap nt;

; Nasah
baga Keuangan Syari’ap Memerlyka, o 4
sebagai pembuat atay produsen, Fa&_ li:la.k.lai‘.".
dimaksudkan untuk memberj pedoma 1
perbankan syari’ah agar praktek syar’ :hn kepe
sesuai dengan dalil-dali] yang digun akante;: ;
menetapkan fatwa tentang jual pe|; salam, f;j
tentang istisna’ dan fatwa tentang istispa’ par;:
ini terdiri dari kutipan ayat Al-Qur’an dan H.-.:‘
is. Dari segi metodologi fatwa tersebyt mengg:.
nakan metode ijma’ untuk penetapan fatwa}{;—;
beli salam.

Menurut Ibnu Munzir, ulama sepakat (ijma
atas kebolehan jual beli dengan cara salam. D
samping itu cara tersebut juga diperlukan okt
masyarakat.'S Sedangkan untuk fatwa istisn:
dan istishna’ paralel DSN berlandaskan kepad
pendapat madzab Hanafi. Sebenamnya, menur
pendapat madzab Hanafi'? bay’ al-istisna tr
masuk akad yang dilarang karena bertentani®
dengan semangat bay *secara giyas. Mereka mﬁ;
dasarkan pada argumentasi bahwa pokok LOIIIS:-
penjualan harus ada dan dimiliki oleh per/t
dangkan dalam istisna, pokok terse'bll‘ belum .
atau tidak dimiliki penjual. Meskipun & 2
madzab Hanafi menyetujui kontrak ’5’15:; !
dasar istihsan dengan alasan-alasan seba
kut:

a. Masyarakat telah memprakt
istishna’ secara luas dan terus

mi wat

15 Wahbah Zuhaily (1989), al-Figh " 2
famhu, hlm. 598. f hammad;i-‘dr

7" al-Kamal Ibnul Human dalam I:;:&el"’”“
Antonio (2001), Bank Syari’ah dari e
karta: GIP), him.114.
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ada keberatan sama sel‘<ali. Hal.demikian
bay’ al-istishna’ sebagai kasus ijma’ atau
Konsensus umum.
. Di dalam syari‘ah dimungkinkan adanya pe-
' nyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma
ulama.

c. Keberadaan bay'al-istisna’ diadasarkan atas
kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering-
kali membutuhkan barang yang tidak tersedia
di pasar, sehingga mereka cenderung mel-
akukan kontrak agar orang lain membuatkan
barang untuk mereka.

d. Bay’ al-istisna’ sah sesuai dengan aturan
umum mengenai kebolehan kontrak selama

tidak bertentangan dengan nash atau aturan
syari’ah '*

3. Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah

(Qirad)

Dasar pertimbangan ditetapkannya fatwa ten-
tang pembiayaan mudharabah adalah memberi-
kan pedoman bagi lembaga keuangan syari’ah
agar pembiayaan mudharabah sebagai salah
satu produk perbankan syari’ah sesuai dengan
Syari’ah Islam. .

Pemberian pembiayaan dengan sistem mu-
dharabah ini dalam rangka mengembangkan dan
meningkatkan dana lembaga keuangan syari’ah
termasuk perbankan syari’ah, Dengan sistem
mudharabah, pihak perbankan syariah dapat
menyalurkan dananya kepada pihak lain, yaitu
suatu bentuk akad kerja sama suatu usaha dua
pihak. Dalam hal ini pihak pertama (Sahibul Mal,
LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak
kedua (amil/mudarib) nasabah, bertindak sebagai
pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara
mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituang-
kan dalam kontrak.

Adapun dalil-dalil yang dipergunakan dalam
penetapan fatwa tentang pembiayaan mudha,ra-
bah terdiri dari kutipan-kutipan ayat Al-Qur’an

dan Hadis. Dari segi metodologi, fatwa tersebut
menggunakan metode ijma’ dan qiyas. Metode
ijma’ digunakan karena sejumlah sahabat meny-
erahkan (kepada orang, mudarib) harta anak yat-
im sebagai mudharabah dan tidak ada? seorangpun
mengingkari mereka. Oleh karena itu peristiwa

B Ibig

a DSN MUT tentang Produk Perbaykan Syaruah §§

tersebut dipandang sebagai ijma’.
metode qiyas digunakan ketika tran
harabah diqiyaskan kepada transaksj

Sedangkan
saksi mud-
musaqqah."”

4. Fatwa fentang Pembiayaan M usyarakah
Fatwa tentang pembiayaan musyarakah inj
ditetapkan dengan maksud memenuhi kebutuhan
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
dalam berusaha. Pembiayaan musyarakah pem-
biayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertenty di
mana masing-masing pihak memberikan kontri-
busi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan
dan risiko akan ditanggung bersama sesuai den-
gan kesepakatan. Fatwa tersebut Jjuga dimaksud-
kan sebagai pedoman bagi perbankan syari’ah
agar cara-cara yang dilakukan dalam pembi-

ayaan musyarakah sesuai dengan prinsip-prinsip
syari’ah Islam.

Dalil-dalil yang digunakan dalam peneta-
pan fatwa tentang pembiayaan musyarakah ini
adalah kutipan-kutipan dari ayat-ayat Al-Qur’an
dan Hadis. Dari segi metodologi, fatwa ini hanya
menggunakan metode ijma’ ulama atas bolehnya
musyarakah. Metode ijma’ yang digunakan den-
gan berdasarkan pada pendapat Ibnu Qudamah
dalam kitabnya Al-Mugni bahwa, kaum mus-
limin telah berkonsensus terhadap legitimasi
musyarakah secara global walaupun terdapat
perbedaan pendapat dalam beberapa elemen
darinya.” ljma’ ulama ini lebih diperkuat dengan
adanya taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah
yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. **

5. Fatwa tentang Pembiayaan ljarah
Penetapan fatwa tentang pembiayaan ijarah
dilaunchingkan dengan pertimbangan bahwa ke-
butuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat
suatu barang sering memerlukan pihak lain me‘!.h
lui akad ijarah, yaitu akad pemindahan manfaat
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu mel-
alui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan

19 Wahbah Zuhaily (1989), al-Figh al-Islami wa Adl-
latuhu, him. 838

’ ah (1979),

2 Abdullah Ibnu Ahmad Ibou Qudamah
Mughni wa Syarh kabir, vol ¥ (Beirut: Darul Fikr), him.
109.

i i donesia
8 Syari'ah Nasional MU dan Bank In
(200 l)[‘:‘f't\'::;r‘unfm Fatwa Dewan Syari‘ah f\ﬁmgs“m
Lemba;:a Keuangan Syari'ah, Edisi Pertama, him. 33.
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6. Fatwatentang Al-ljarah M untahiyah Bi Al-
Tamlik

Fatwa ini ditetapkan dengan pertimbangan
bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum
dilakukan praktik sewa beli, yaitu perjanjian
sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemin-
dzhan hak milik atas benda yang disewa kepada
penyewa setelah selesai masa sewa. Selain itu
fatwa ini dimaksudkan untuk memberi pedoman
kepada perbankan Syari’ah dalam operasional-

isasi produknya agar sesuai dengan Syari’ah,
‘Dalam penetapan fatwa ini menggunakan
dalil-dalil yang meliputi kutipan dari ayat-ayat
ijarah yang merr:gguna?cana temzﬂg"pen?bmyaan
akad ijarah tidak diikuti ":‘e‘o e . s
engan pemindahan

kepemilikan barang. Sedanek
& an ak, .
Muntahiyah bi al-Tamlik e

han hak milik atas benda
nyewa, setelah selesai m
Sebagaimana fatw

ghan ljarah

disertai opsi peminda-

yang disewa kepada pe-

asa sewa,

a p:n_m(l;i;yaan ijarah, fat-

an kaidah fighiyah b

fi?l:i :ka:ﬁz:u;eig:la;.:wmuk mu'ngIah :)‘EI\:;:

_ alil yang menghar:

sert. i

':a :aklaelriah fighiyah yang mcnyatgk::rl::;a\:n?
apat kemas|ahatan di sana tcrdapata;: .

u-

Jurma] PRGKLAMASI Polume pp ,

@ 1 Juni 20; 5

N MUT IR

Pradut Porbanlan Svarrsinh

kum Allah.

7 Fatwa tentang Al-Qard
Penetapan fatwa tentang Al -
pertimbangan bahwa perbankan § ar.m, oy

2
.embaga Keuangan Syari‘ah dj gop, g "'*-‘hqi!‘lt
lembaga komersial, harus dapat herpe; bty
lembaga sosial yang dapat meni"gkatk.an Sehy,
nomian secara maksimal. 0 pery,

Oleh karena itu salah satu sargp, ..
tan perekonomian dapat dilakukan ofej Mgy,
kan Syari'ah adalah dengan Penyalury :T
melalui prinsip al-Qard yaitu syat, akaq o
man kepada nasabah dengan ketenty, bmja-
nasabah wajib mengembalikan dang yang EEM
imanya kepada perbankan Syari’ah pada w;i:r.
yang telah disepakati oleh perbankan Syarf'"
dengan nasabah. Fatwa ini juga dimaksudkz
bagai pedoman perbankan Syari’ah agar ks "
Qard sesuai dengan Syari’ah Islam,

Dalam hukum penetapan fatwa ini me,.
gunakan kutipan ayat-ayat Al-Qur’an dan Ha:
serta kaidah fighiyah yaitu, setiap utang piut,
yang mendatangkan manfaat (bagi yang b
piutang) adalah riba.”® Oleh karena itu, dalan
pengembalian pinjaman Al-Qard nasabah hany:
membayar jumlah pokok yang diterima. Dan d
pat memberikan tambahan (sumbangan) dengze
suka rela kepada perbankan syari’ah selama tida
tidak diperjanjikan dalam akad.* Dari kesem
bilan fatwa yang termasuk dalam fatwa tentao
produk penyaluran sebagaimana dipaparkan &
atas, dapat dipahami bahwa pola ijtihad yang &
gunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa-Ga
wa tersebut adalah pola istislahi yaitu pela ijtiba
yang mengidentifikasi masalah-masulah‘}‘ﬁﬂg
tidak mempunyai nas khusus sebagai f"J”f""
Dalam pola ini ayat-ayat umum dikmnputki":
guna menciptakan beberapa prinsip umum Y2
digunakan untuk melindungi atau u!c‘nd_ﬂ‘-"‘i"‘.m
kemaslahatan tertentu. Kemudian prinsi® ““"‘:
tersebut dideduksikan kepada persoalan y¥%= g
gin diselesaikan.

Persoalan-persoalan tersebu

A

¢ adalsh o

,. pde

* Dewan Syari’ah Nasional MUI dan Qﬂ’ i

(2001), Himpunan Fatwa Dewan Syan a1 ! him. 0

Lembaga Keuangan Syari‘ah, Edisi Pertamd.
' Ibid, hlm. 107

* Ibid
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perbankan S}‘ari‘ah“ dilakukan sesuai dengan
Irinsip-prinsip Syari'ah DS??! memandang perlu
menctapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk
dijadikan pedoman.

* Schagaimana fatwa tentang L/C impor, fatwa
ini merujuk kepada fatwa DSN MU1 mengenai
ljarah. Qard, Mudharabah dan Musyarakah. Se-
lain mengenai dalil-dalil yang digunakan dan
pola ijtihad yang dilakukan DSN, didasarkan ke-
pada fatwa tersebut.

Dari 7 (tujuh) fatwa yang termasuk dalam fat-
Wa tentang produk jasa perbankan syari‘ah sep-
erti pada deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa
pola ijtihad yang digunakan oleh DSN dalam
menetapkan fatwa-fatwa tersebut adalah sama
dengan pola ljtihad yang digunakan oleh DSN
pada sast menetapkan fatwa produk penyaluran/
pembiayaan yaitu pola istislahi. Dengan pola isti-
slzhi ini DSN mengidentifikasi masalah-masalah
bentuk-bentuk transaksi vang tidak mempunyai
nash khusus sebagai rujukan. Dalam mengguna-
kan pola istislahi ini, DSN mengumpulkan ayat-
#¥al umum guna menemukan prinsip-prinsip
umum vang digunakan untuk melindungi atau
mendatangkan kemaslahatan. Kemudian prinsip
umum tersebut dideduksikan kepada persoalan
atau produk perbankan syari‘ah yang akan dilun-
curkan oleh DSN. Persoalan atau transaksi yang
terdapat dalam bentuk jasa perbankan syari‘ah
tersebut adalah: Wakaleh. Kafalah, Hawalah,
Jasa Save Deposit Box. Pengalihan Hutang, Let-
ter of Credit Impor dan Letter of Credit Ekspor.
Dalam menentukan hukumnya, digunakan prin-
sip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat Al
Qur’an, Al Hadis, dan Qaidah Fighiyah.

Dari prinsip-prinsip umum tersebut, seba-
gaimana vang dilakukan DSN dalam menetap-
kan famwa-fatwa tentang produk pembiayaan,
dzlam menetapkan farwa produk jasa, dilakukan
pendeduksian dan pertimbangan tingkatan l-feu‘
@maan seperti daruriyat (kebutuhan esensial),
hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (ke-
butuhan kemewahan). Berdasarkan hal tersebut,
DSN MUI menyimpulkan kebolehan peluncuran
dan pengembangan produk jasa perbankan
Syari'ah melalui fatwa-fatwanya. -

Dari deskripsi dalil-dalil dan prinsip-prinsip
Umum yang digunakan oleh DSN dalam mene-
tapkan fatwa tentang produk perbankan Syari'ah

tersebut dapat diklasifikasikan pola-pola ijtihad
yang dipakai DSN sebagai berikut: Pola Ijtihad
Qiyasi (Ta’lili) dan pola ijtihad Istislahi.

Dari deskripsi terdahulu juga dapat dipa-
hami bahwa keberadaan pengembangan produk-
produk perbankan syari’ah sejak awal berdi-
rinya sampai sekarang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat. Sejalan dengan upaya restruktur-
isasi perbankan yang sedang dilaksanakan de-
wasa ini, yaitu membangun kembali sistem per-
bankan yang sehat dalam rangka mendukung
program pemulihan dan kebangkitan ekonomi
sosial, maka salah satu upaya yang dilakukan
untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan,
adalah pengembangan sistem perbankan syari'ah
melalui produk-produknya.

Selain itu, sistem perbankan syari’ah yang
merupakan pola pembiayaan usaha dengan
prinsip bagi hasil pada produk-produknya seba-
gai salah satu pokok dalam kegiatan perbankan
syari’ah juga akan menumbuhkan rasa tanggung
Jawab pada masing-masing pihak, baik bank
Mmaupun nasabahnya, sehingga dalam menjalan-
kan kegiatannya semua pihak pada hakekatnya
akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan
akan memperkecil kemungkinan resiko terjadin-
ya kegagalan usaha. Berdasarkan kepada aspek
pemenuhan kebutuhan masyarakat akan produk
dan jasa perbankan Syari’ah, maka DSN sudah
seharusnya memberikan fatwa bagi pengadaan
dan pengembangannya. DSN yang di dalamnya
terdiri dari para ulama, mempunyai kunci dalam
pengembangan produk perbankan Syari’ah.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan
bahwa latar belakang pertimbangan penetapan
fatwa Dewan Syari’ah Nasional adalah pemenu-
han kebutuhan masyarakat akan transaksi di bi-
dang mu’amalah maliyah yang berdasarkan ke-
pada prinsip Syari'ah.

PENUTUP

Dari beberapa paparan terdahulu dapat dis-
impulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pola ijtihad yang dipergunakan oleh Dewan
Syari“ah Nasional MUI dalam penetapan fat-
wa tentang produk perbankan syari’ah ada-
lah pola qiyasi (talili) dan pola isfis.'ah_r‘.
Adapun faktor yang melatarbelakangi per-
Jurnal PRORLAMASI Fodume 17 Na 7 Jun: 9025
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fatwa Dewan Syan 2
imbangan penetapan

:’r:sional MUI tentang produk perbankan

Syari‘ah adalah:

|. Untuk memenuhi kebutuhan jasa per-

bankan bagi masyarakat yang tidak gapaf
menerima konsep bunga. -Sma sebagal
peluang pembiayaan bagi Per!gcmbarl-
gan usaha berdasarkan prinsip kemi-

3 tl:::nutuhan akan produk dan jasa per-
bankan yang memiliki keunggul-an' yang
unik dan berdasarkan kepada nilai-nilai
moral. Keunggulan ini antara lain beru-
pa peniadaan pembebanan bunga yang
berkesinambungan, pembiayaan dituju-
kan kepada usaha yang lebih mencegah
terjadinya kerusakan lingkungan dan
kerusakan moral.
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